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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
perizinan yang terkoordinasi terarah tepat sasaran dan
berdaya guna serta berhasil guna perlu dibentuk Tim
Pelayanan Pengaduan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Badung Tahun 2021;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinasi tentang Pembentukan Tim Pelayanan
Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten
Badung Tahun 2021;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890),

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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5. Un s
dang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

P
: Lir?nt{jentukan Peraturan Perundang - undangan
aran Negara Republik Indonesia Tahun 2011)

Nomor 82, Tambah
’ an Lemb :
Indonesia Nomor 5234) VIR Regam, Republi

Undang - Updang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatu.r Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);,

7. Undaqg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013
tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

10. Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2015
tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Badung;

12. Peraturan Bupati Badung Nomor 81 Tahun 2019
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung Tahun 2021
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
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KEDUA :
: Tugas dgm Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU adalah :

a. menindaklanjuti pengaduan yang diterima;

b. meng?(?akan tinjauan ke lokasi, —memberikan
solusi/jawaban dalam bentuk Rekomendasi;

b. Enenyusun Laporan Pelayanan Pengaduan Perizinan;
an

¢. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan

tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
KETIGA :  Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 5 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
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